
PERJANJIAN SUBKONTRAK 

Nomor: (auto generated from system) 

 

antara 

PT ADHI KARYA (Persero) Tbk - DEPARTEMEN (auto generated)   

Dengan 

(nama perusahaan rekanan – auto generated dari Surat Penunjukan Pemenang)  

PENGADAAN (nama pengadaan – auto generated dari nama paket pengadaan e-Auction) 
 

PADA PROYEK (nama proyek – auto generated dari proyek pekerjaan e-Auction) 
 

Pada hari ini (dropdown hari) tanggal (dropdown tanggal) bulan (dropdown bulan) tahun (dropdown tahun) 

(… – … – …) – (auto generated from date), kami yang bertandatangan di bawah ini: 

1. (Nama GM Dept - FT) : Selaku General Manager Departemen (auto generated)  PT Adhi Karya 

(Persero) Tbk berdasarkan Akta Notaris & PPAT(free text) nomor (free text) 

tanggal (date picker) yang berkedudukan di (alamat - free text), yang dalam 

hal ini dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Departemen (auto 

generated)  PT Adhi Karya (Persero) Tbk, untuk selanjutnya disebut PIHAK 

PERTAMA. 
 

2. (Nama Dir Rekanan – FT) : Selaku (jabatan – free text) berdasarkan Akta Notaris & PPAT (free text) 

nomor (free text) tanggal (date picker) yang secara sah berhak dan 

berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama (nama 

perusahaan – auto generated), yang berkedudukan di (alamat - free text),  

untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

 

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan 

secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK. 

 

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Pengadaan (nama pengadaan – auto 

generated) Pada Proyek (nama proyek – auto generated) Selanjutnya disebut sebagai ”Pengadaan” 
yang mengikat berdasarkan pada: 
 

1. Bahwa PIHAK PERTAMA telah menerima Surat Perintah Kerja/Kontrak dengan nomor (free text) 

tanggal (date picker) dari (nama owner/ pemberi kerja – free text) (selanjutnya disebut “PEMBERI 
TUGAS”) untuk Pekerjaan (nama pekerjaan dari owner - free text) dan PIHAK PERTAMA menerima 

dan mematuhi segala ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Pasal-pasal KONTRAK 

tersebut. 



2. Bahwa proses pengadaan mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 014-6/2022/111 tentang MP 015 

Manual Pengadaan Barang dan Jasa PT Adhi Karya (Persero) Tbk Edisi 2 tahun 2022 

3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk melaksanakan dan mensubkontrakkan Pengadaan 

tersebut di atas kepada PIHAK KEDUA. 

4. Bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan penawaran harga Pengadaan kepada PIHAK PERTAMA PT. 

Adhi Karya (Persero) Tbk – Departemen (auto generated) nomor (auto generated – RFQ eAuction) 

tanggal (auto generated) 

5. Bahwa PARA PIHAK telah melakukan negosiasi dan klarifikasi berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan 

Negosiasi tanggal (auto generated eAuction) 

6. Bahwa PIHAK PERTAMA telah menerbitkan Surat Penunjukan Pemenang Tender Pengadaan kepada 

PIHAK KEDUA nomor: (auto generated) tanggal (auto generated); 

7. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan sehubungan dengan 

penandatanganan Perjanjian SUBKONTRAK ini masing-masing pihak: 

a. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Perjanjian Subkontrak ini; 

b. Menandatangani Perjanjian Subkontrak ini setelah meneliti secara patut. 

8. Bahwa Peristilahan dan ungkapan dalam Perjanjian SUBKONTRAK ini memiliki arti dan makna yang 

sama seperti yang tercantum dalam lampirannya. 

9. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah 

menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan 

dalam Perjanjian ini; 

10. Bahwa PIHAK KEDUA  akan mematuhi,  memenuhi syarat-syarat,  dan  ketentuan serta spesifikasi  dari 

PIHAK PERTAMA dan PEMBERI TUGAS. 

11. Bahwa PIHAK KEDUA akan mendukung, mematuhi dan memenuhi KEBIJAKAN MUTU dan 

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 

12. Bahwa PIHAK KEDUA akan mendukung, mematuhi dan memenuhi “KEBIJAKAN SISTEM 
MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN” yang merupakan komitmen bersama PT Adhi Karya (Persero) Tbk 
dan rekanan yang tertuang dalam ISO 37001. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Subkontrak 

dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal berikut ini: 

 

 

PASAL 1 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

1. Maksud dibuat Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam rangka 

pelaksanaan Pengadaan 

2. Tujuan dibuat Perjanjian ini adalah untuk mengatur Pengadaan pemberian hak dan kewajiban oleh 

PARA PIHAK dalam melaksanaan Pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 



ayat 1 pada  proyek (nama proyek dari owner – auto generated) sampai dengan selesai serta diterima 

dengan baik oleh PIHAK PERTAMA dan PEMBERI TUGAS dan/atau KONSULTAN PENGAWAS. 

 

PASAL 2 

LINGKUP PENGADAAN 

(Note: diisi dengan penyesuaian proyek masing-masing – custom free text) 

 

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut dan 

bertanggung jawab untuk melaksanakan lingkup pengadaan yang meliputi: 

A. Lingkup pengadaan PIHAK KEDUA (mandatory): 

a. …..; 
b. ….; 

B. Lingkup pengadaan PIHAK PERTAMA (optional field): 

a. …. 
b. …. 

 

PASAL 3 

DASAR PELAKSANAAN PENGADAAN 

 

1. Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini harus dilaksanakan oleh PIHAK 

KEDUA sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku dan merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Perjanjian ini, dan tersurat dalam: 

a) Perjanjian ini dengan segala perubahannya / amandemennya (apabila ada); 

b) Spesifikasi Teknis/ RKS Teknis, Gambar-gambar; Surat Penawaran, Dokumen lainnya 

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20  SSU; 

c) Semua ketentuan dan syarat-syarat mengenai administrasi, teknik Pengadaan Pengadaan dan 

keselamatan kerja yang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

d) Penjelasan, petunjuk dan peringatan baik tertulis maupun lisan yang selanjutnya menjadi instruksi 

tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA atau WAKIL LAPANGAN PIHAK PERTAMA untuk 

mencapai maksud dan tujuan yang berlaku; 

e) Perubahan Pengadaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Dokumen 

Subkontrak, hanya dapat dilakukan setelah mendapat instruksi atau persetujuan tertulis dari PIHAK 

PERTAMA atau WAKIL LAPANGAN PIHAK PERTAMA dan untuk dijadikan bahan perhitungan 

Pengadaan tambah kurang sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Pekerjaan Tambah Kurang 

SSU. 



2. Apabila timbul pertanyaan mengenai penafsiran gambar atau spesifikasi, pertanyaan tersebut akan 

diajukan kepada PIHAK PERTAMA atau WAKIL LAPANGAN PIHAK PERTAMA dan keputusan dari 

PIHAK PERTAMA atau WAKIL LAPANGAN PIHAK PERTAMA merupakan keputusan terakhir dan 

mengikat PARA PIHAK. 

PASAL 4 

HARGA SUBKONTRAK 

 

1. Besarnya Harga Subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah Rp (auto generated – 

Klarif Nego Akhir e-Auction) (terbilang: auto generated). 

2. Harga Subkontrak diperhitungkan berdasarkan (auto generated – klarif nego akhir e-Auction 

lumpsum/unit fixed price/gabungan/lainnya) dengan perincian terlampir. 

3. Di dalam Harga Subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2, sudah termasuk: 

a. Lingkup pengadaan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 Perjanjian ini 

b. PPN (numeric free text) % (terbilang – auto generate persen) dan PPh 22; 

c. Overhead dan Profit PIHAK KEDUA; 

d. Risiko atas upah minimum, bahan bakar, perubahan peraturan, fluktuasi nilai tukar uang asing, 

bentuk biaya-biaya yang timbul akibat Pengadaan ini termasuk biaya keamanan, biaya koordinasi 

perjalanan sampai dengan masuk lingkungan proyek; 

e. Dan risiko-risiko lainnya termasuk semua usaha yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan 

Pemberi Tugas dan PIHAK PERTAMA untuk Keselamatan & Kesehatan kerja dan untuk memenuhi 

ketentuan hukum yang berlaku; 

f. Semua risiko baik mengenai salah hitung terhadap Harga Satuan maupun Harga Subkontrak 

Pengadaan yang diajukan dan biaya-biaya lain yang tak terduga adalah tetap menjadi tanggung 

jawab PIHAK KEDUA 

4. Di dalam Harga Subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 ini, (drop down - 

Termasuk/tidak termasuk) beban biaya yang timbul akibat bunga Diskonto SCF. 

 

PASAL 5 

TATA CARA PEMBAYARAN 

 

1. Pembayaran harga Subkontrak tersebut pada Pasal 4 Perjanjian ini dilakukan dengan cara (drop down – 
Monthly Certificate/ Termin/ Pre Financing/ Lainnya – free text) sebagai berikut:  
(custom free text) 
a. ……..; 
b. ……..; 
c. ……..; 
Untuk melaksanakan pengadaan ini PIHAK KEDUA (drop down – memperoleh/tidak memperoleh) 
pembayaran uang muka dari PIHAK KESATU.  



2. Pembayaran akan dilakukan dengan (auto generate – tata cara pembayaran eAuction fasilitas & tenor) 

setelah dokumen tagihan diterima lengkap dan benar oleh bagian keuangan PIHAK PERTAMA yang 

meliputi: 

a. Invoice dan kuitansi bermaterai rangkap 2 (dua); 

b. Faktur Pajak Asli terbit setelah BAP ditandatangani oleh PARA PIHAK; 

c. Berita Acara Pembayaran (BAP) rangkap 2 (dua); 

d. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) rangkap 2 (dua); 

e. Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang dalam rangkap 2 (dua); 

f. Opname Perhitungan Volume Bersama yang telah ditandatangani oleh Wakil PIHAK PERTAMA; 

g. Salinan Perjanjian dan Amandemen (jika ada); 

h. Salinan Jaminan Pengadaan; 

i. Salinan Jaminan Uang Muka (jika ada); 

j. Menyertakan laporan SPT tagihan sebelumnya; 

k. Lainnya : (free text) 

3. Untuk penandatanganan dokumen tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 merujuk pada 

Pasal 21  SSU 

4. Pada setiap BAP harus sudah diperhitungkan atau dikurangi dengan pajak-pajak sesuai dengan 

ketentuan perpajakan yang berlaku dan potongan lainnya. 

5. Pemotongan retensi sebesar 5% (lima persen) secara proporsional dan Pembayaran atas pengembalian 

potongan retensi akan dilaksanakan (numeric free text) hari setelah invoice retensi diterima lengkap dan 

benar oleh bagian keuangan PIHAK PERTAMA dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima Kedua/Akhir 

yang ditandatangani PARA PIHAK, Dalam hal ini nilai pemotongan Retensi tidak dapat digantikan 

dengan Jaminan Retensi hingga masa pemeliharaan berakhir. 

6. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui pencairan oleh PIHAK 

KEDUA atas (auto generate tata cara pembayaran) yang telah diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA (cut 

off narasi pembayaran CL) dan bunga diskonto ditanggung oleh (drop down – PIHAK PERTAMA/PIHAK 

KEDUA) – (pembayaran NCL) 

7. (Narasi untuk kondisi reimburse) 

Pembayaran reimburse tenor SCF akan dilakukan (numeric free text) hari kerja setelah dokumen 

tagihan (reimburse) diterima lengkap dan benar oleh bagian keuangan PIHAK PERTAMA dilengkapi 

dengan Credit Advice dari Bank Penerbit dan copy Subkontrak. 

(untuk kondisi CL/ tidak reimburse poin 7 dihilangkan) 

8. Pembayaran atas tagihan akan dilakukan melalui: 

Nama Bank : Bank Mandiri 

Nomor Account : (auto generate from VMS) 

Nama Account : (auto generate from VMS) 

 

 

 

 



 

 

 

atau   

 

Nama Bank : Bank Negara Indonesia 

Nomor Account : (auto generate from VMS) 

Nama Account : (auto generate from VMS) 

 

 atau 

Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia 

Nomor Account : (auto generate from VMS) 

Nama Account : (auto generate from VMS) 

 

PASAL 6 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN 

 

1. Jangka Waktu Pengadaan sesuai dengan Lingkup Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

Perjanjian ini yaitu selama (numeric free text) hari kalender, terhitung mulai tanggal (date picker) dan 

berakhir sampai dengan tanggal (date picker), dengan rincian sesuai Detail schedule (terlampir). 

2. Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 tidak dapat 

diubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali: 

a. Apabila ada persetujuan tertulis dari PROJECT MANAGER/PROJECT DIRECTOR sebagai wakil 

dari PIHAK PERTAMA 

b. Adanya “Keadaan Kahar” (Force Majeure) seperti diatur dalam Pasal 14 SSU. 

3. Pengadaan harus selesai dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan waktu Pengadaan tersebut 

sudah memperhitungkan hari-hari libur, pengaruh faktor hujan dan cuaca yang tidak baik, mobilisasi dan 

demobilisasi, transportasi, fabrikasi (apabila ada), dan izin-izin yang berkenaan dengan Pengadaan 

tersebut. 

 

PASAL 7 

MASA PEMELIHARAAN 

 

1. Masa pemeliharaan untuk hasil pelaksanaan Pengadaan ini adalah selama (auto generated – Masa 

Pemeliharaan BAKN) hari kalender terhitung sejak tanggal serah terima pertama selesai dilaksanakan 

100% (seratus persen) dan diterima oleh PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik, yang dinyatakan dalam 

Berita Acara SerahTerima Pertama Pengadaan (BAST I/ PHO).  



2. Apabila masa pemeliharaan ini telah dilaksanakan dengan baik oleh PIHAK KEDUA serta diterima dan 

disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PEMBERI TUGAS atau KONSULTAN PENGAWAS, maka akan 

diterbitkan Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST II/FHO). Dalam hal ini adanya perbaikan-perbaikan 

melebihi waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal ini, maka masa pemeliharaan dihitung sampai dengan 

selesainya perbaikan dan semua biaya yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. 

3. Segala kekurangan, kerusakan atau kesalahan lain yang timbul dalam masa pemeliharaan yang 

disebabkan oleh bahan-bahan/peralatan dan cara Pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan 

dalam Dokumen Subkontrak, akan diperinci oleh PIHAK PERTAMA dalam sebuah daftar kerusakan 

(defect list). 

4. Selama masa pemeliharaan PIHAK KEDUA harus segera memperbaiki semua kekurang-sempurnaan 

Pengadaan yang diminta oleh PIHAK PERTAMA antara lain: 

a. Perbaikan karena mutu material yang kurang baik; 

b. Perbaikan karena mutu Pengadaan yang kurang baik; 

c. Perbaikan karena retak muai/susut; 

d. Perbaikan karena sebab lain di luar kesalahan dalam pemakaian. 

5. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan perbaikan sampai batas waktu (numeric free text) x 24 jam 

atau sesuai dengan jangka waktu yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA/WAKIL PIHAK PERTAMA 

secara tertulis, maka PIHAK PERTAMA dapat secara sepihak akan menunjuk PIHAK KETIGA untuk 

melaksanakan perbaikan tersebut, seluruh biaya yang timbul akibat perbaikan tersebut menjadi 

tanggungan PIHAK KEDUA dan dipotong dari sisa pembayaran. Jika sisa pembayaran tidak mencukupi 

maka akan dipotongkan dari retensi. 

6. Selama masa pemeliharaan PIHAK KEDUA harus melaksanakan pemeliharaan semua peralatan yang 

menurut rekomendasi pabrik yang bersangkutan harus dipelihara, setiap saat PIHAK KEDUA harus 

menyediakan tenaga ahli yang dapat langsung melaksanakan tugas pemeliharaan. 

7. Pembayaran atas pengembalian retensi akan dilakukan (auto generated) hari kerja setelah dokumen 

tagihan diterima lengkap dan benar oleh bagian keuangan PIHAK PERTAMA yang meliputi: 

a. Invoice / kuitansi dalam rangkap 2 (dua); 

b. Berita Acara Pembayaran dalam rangkap 2 (dua); 

c. Berita Acara Serah Terima Pengadaan Kedua (BAST II / FHO) dalam rangkap 2 (dua); 

d. Salinan Perjanjian atau Amandemen (bila ada); 

e. Menyertakan laporan SPT tagihan sebelumnya (bila ada). 

f. Dokumen lainnya yang disyaratkan oleh bagian Keuangan PIHAK PERTAMA; 

g. Lainnya : (free text) 

8. Pembayaran atas pengembalian retensi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 7, akan dilakukan melalui 

rekening PIHAK KEDUA, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 8. 

 

PASAL 8 

UANG MUKA DAN JAMINAN UANG MUKA 

(jika tidak ada uang muka, maka pasal 8 : tidak berlaku) 



1 Untuk melaksanakan Pelaksanaan Pengadaan ini PIHAK KEDUA dapat mengajukan pembayaran uang 

muka kepada PIHAK PERTAMA dibayarkan (numeric free text) hari kerja sejak dokumen tagihan uang 

muka diterima dengan lengkap dan benar oleh Bagian keuangan PIHAK PERTAMA sebesar (numeric 

free text) % (auto generated persen) dari Harga Subkontrak Pengadaan atau senilai Rp (auto 

generated) (terbilang – auto generated) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 dilengkapi dengan: 

a. Invoice / kuitansi dalam rangkap 2 (dua); 

b. Faktur Pajak Asli; 

c. Berita Acara Pembayaran (BAP); 

d. Salinan Perjanjian atau Amandemen (bila ada); 

e. Jaminan Pengadaan asli dan salinan; 

f. Jaminan Uang Muka asli dan salinan; 

g. Lainnya : (free text) 

2. Pembayaran atas uang muka sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 1, akan dilakukan melalui rekening 

PIHAK KEDUA, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 8. 

3. Pembayaran uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 dapat diberikan kepada PIHAK 

KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan uang muka kepada PIHAK PERTAMA, yaitu 

berupa Jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang bersifat unconditional yang dikeluarkan oleh 

Bank yang direkomendasi PIHAK PERTAMA; 

4. Besarnya nilai Jaminan uang muka sekurang-kurangnya adalah sama dengan nilai uang muka yang 

diterima oleh PIHAK KEDUA, dengan masa berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini 

oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sampai dengan berakhirnya jangka waktu Pengadaan yang 

ditentukan pada Pasal 6 ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender. 

5. Pengembalian uang muka oleh PIHAK PERTAMA dilakukan dengan pemotongan tagihan secara 

proporsional hingga pengembalian mencapai 100% (seratus persen). 

6. PIHAK PERTAMA akan mengembalikan Jaminan uang muka kepada PIHAK KEDUA dalam jangka 

waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah dokumen tagihan 100% (seratus persen) Pengadaan 

diterima lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA. 

 

PASAL 9 

JAMINAN PELAKSANAAN 

 

1. PIHAK KEDUA harus menyerahkan surat Jaminan Pelaksanaan Asli untuk Pengadaan sebesar (numeric 

free text min. 5) % (auto generated persen) dari seluruh harga subkontrak Pengadaan Perjanjian dengan 

nilai Rp (auto generated) (terbilang – auto generated) paling lambat waktu 14 (empat belas) hari kerja 

setelah ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK. 

2. Jaminan Pelaksanaan dari PIHAK KEDUA dapat berupa Bank Garansi atau Surety Bond yang bersifat 

unconditional diterbitkan oleh Bank atau Asuransi dengan penerbit dan redaksi jaminannya harus 

mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA, masa berlaku Jaminan  Pelaksanaan  



terhitung  sejak  tanggal ditandatangani Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA  dan  PIHAK  KEDUA  

sampai dengan berakhirnya jangka waktu Pengadaan yang ditentukan pada Pasal 6 ditambah  30  (tiga  

puluh)  hari  kalender, serta dapat diperpanjang/ditambah masa berlakunya apabila diperlukan. 

3. Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 1 ditanggung 

PIHAK KEDUA. 

4. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1, akan dikembalikan 14 (empat 

belas) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pengadaan Pertama (BAST I/ 

PHO) oleh PARA PIHAK  

5. PIHAK KEDUA wajib mengganti dan menyesuaikan Jaminan Pelaksanaan apabila terdapat perubahan 

pada Harga Subkontrak Pengadaan dan Jangka Waktu Pengadaan sesuai dengan kesepakatan PARA 

PIHAK. 

PASAL 10 

PEMBERITAHUAN 

 

1. Semua pemberitahuan dan atau surat menyurat antar PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini 

dilakukan secara tertulis baik melalui surat, email, atau media eletronik lainnya yang sah dan dianggap 

telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis. Surat menyurat dapat 

juga oleh PIHAK PERTAMA atau wakilnya di lapangan kepada PIHAK KEDUA di proyek dengan nilai 

bobot kekuatan hukum yang sama. 

2. Semua pemberitahuan dan korespondensi antara PARA PIHAK yang berkaitan dengan Pengadaan 

Pengadaan ini harus tertulis dan ditujukan ke masing-masing pihak dengan alamat sebagai berikut: 

 

PIHAK PERTAMA : PT Adhi Karya (Persero) Tbk 

Departemen (auto generated) 

Alamat : (auto generated) 

Up/ Attention : (free text) 

   

PIHAK KEDUA : (nama Perusahaan rekanan – auto generated) 

Alamat : (auto generated) 

Up / Attention : (free text) 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASAL 11 

PENUTUP 

 

1. Hal – hal yang belum diatur dan apabila ada perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini, akan diatur 

kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam bentuk perjanjian 

tambahan (Amandemen) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

Perjanjian ini. 

2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu 

oleh PARA PIHAK, akan diatur dalam Syarat – Syarat Khusus (SSK) (apabila ada) dan Syarat-Syarat 

Umum (SSU) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini. 

3. Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dan berakhir 

setelah PARA PIHAK menyelesaikan kewajiban masing-masing dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) 

bermeterai cukup untuk masing-masing Pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

a. 1 (satu) bermeterai, stempel dan tanda tangan asli dari PIHAK PERTAMA distribusi untuk PIHAK 

KEDUA. 

b. 1 (satu) bermeterai, stempel dan tanda tangan asli dari PIHAK KEDUA distribusi untuk PIHAK 

PERTAMA. 

 

 

PIHAK KEDUA, 

(nama perusahaan - auto generated)   

 

 

 

 

 

(Nama – auto generated) 

(Jabatan – auto generated) 

PIHAK PERTAMA, 

PT ADHI KARYA (Persero) Tbk 

Departemen (auto generated) 

 

 

 

 

(Nama – auto generated) 

(Jabatan – auto generated) 

 


